
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya di Kecamatan 

Sukaraja, Kabupaten Seluma perspektif siyasah tanfidziyah, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Gaji Perangkat Desa pada dasarnya telah diatur 

secara normatif dengan jelas dan sistematis, termasuk mekanisme 

penganggaran, verifikasi administrasi, serta prosedur pencairan 

dana yang dilakukan setiap bulan. Peraturan tersebut merupakan 

bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, 

dan kesejahteraan perangkat desa sebagai unsur pelaksana 

pemerintahan di tingkat lokal. Secara kebijakan, pemerintah 

Kabupaten Seluma tidak pernah menetapkan penundaan 

pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, dan mekanisme 
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pencairan telah disediakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, 

dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara norma dan 

realitas di lapangan, khususnya di Kecamatan Sukaraja. 

Keterlambatan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa 

bukan disebabkan oleh kebijakan penundaan dari pemerintah 

kabupaten, melainkan oleh keterlambatan perangkat desa dalam 

menyusun dan mengajukan laporan administrasi sebagai syarat 

pencairan dana. Seluruh desa di Kecamatan Sukaraja terbukti 

terlambat menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang telah 

ditentukan, bahkan tidak terdapat sanksi tegas atas keterlambatan 

tersebut, sehingga menimbulkan budaya permisif terhadap 

pelanggaran administratif. 

2. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan di 

tingkat desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah 

(tanggung jawab). Pemerintah desa sebagai pelaksana 

pemerintahan wajib menjalankan administrasi dan pelaporan 

secara tertib dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas amanah kekuasaan yang diberikan. Oleh karena itu, 

keterlambatan pengajuan laporan oleh pemerintah desa tidak hanya 

berdampak pada aspek administratif, tetapi juga bertentangan 
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dengan prinsip Amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

menurut Islam. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Pemerintah Kabupaten Seluma disarankan untuk 

meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah 

desa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 

2019 agar implementasinya berjalan lebih efektif dan tepat waktu. 

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap desa-desa yang 

mengalami keterlambatan administrasi, serta memberikan 

bimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan keuangan desa dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah kabupaten 

juga perlu menerapkan sanksi administratif secara tegas dan 

konsisten terhadap desa yang lalai, guna menumbuhkan 

kedisiplinan dan mencegah terulangnya keterlambatan pencairan 

gaji perangkat desa. Transparansi informasi mengenai jadwal dan 

persyaratan pencairan dana juga perlu diperjelas agar tidak 

menimbulkan kesalahpahaman di tingkat desa. 

2. Kepada Pemerintah Desa 
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Pemerintah desa dan perangkat desa diharapkan 

meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menyusun serta 

menyampaikan laporan administrasi tepat waktu sebagai syarat 

pencairan dana. Kepatuhan terhadap prosedur bukan hanya 

kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pelaksanaan amanah 

jabatan dan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Perangkat desa juga perlu meningkatkan 

koordinasi internal agar tidak terjadi keterlambatan dalam 

penyusunan APBDes maupun laporan realisasi anggaran. Dengan 

adanya komitmen terhadap tertib administrasi dan profesionalitas 

kerja, maka keterlambatan pembayaran penghasilan tetap dapat 

dihindari, sehingga hak perangkat desa dapat diterima tepat waktu 

sesuai ketentuan yang berlaku. 
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